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ABSTRAK


Kornelius Kaya, Peranan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Personil Pemadam Kebakaran Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kutai Barat.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja Personil Pemadam Kebakaran Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat. Analisa data yang digunakan untuk menguji hubungan atau peranan variabel koordinasi terhadap variabel efektivitas kerja, menggunakan instrument analisis koefisiensi korelasi rank spearmans, perhitungan analisa menggunakan program SPSS 17,0 for windows.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Personil pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat jumlah personil sebanyak 28 orang, sebagian berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi yang ada dijadikan responden, atau dengan kata lain menggunakan metode sensus. 

Berdasarakan perhitungan diperoleh harga rs hitung sebesar 0,670 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga table rs (Harga Kritis rs) sebesar 0,456 ubtuk N = 14 pada tingkat kepercayaan 95%.  Dari hasil perhitungan rumus spearman’s, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel spearman’s (0,670 > 0,456), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable koordinasi terhadap variable efektivitas kerja personil pemadam kebakaran Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.


Dari hasil perhitungan hasil uji-t adalah sebesar 2,817, hal ini berarti berarti  bahwa thit = 2,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 2,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 28 (28 – 2 = 26).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peranan yang positif dan signifikan dari variabel koordinasi terhadap variabel efektivitas kerja. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa koordinasi berperan terhadap efektivitas kerja personil pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
kata kunci : koordinasi

I. Pendahuluan
Sebuah organisasi akan lemah ketika setiap orang atau unsur-unsur yang ada di dalamnya tidak berkoordinasi dan bersinergi dalam melaksanakan pekerjaan.  Dengan kata lain akan bekerja atau bertindak menurut keinginan masing-masing.  Untuk itu diperlukan pengaturan secara jelas mengenai tugas dan fungsi dari pihak-pihak yang terlibat.  Inilah yang dinamakan koordinasi, sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu  organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Panglaykim, 1994 : 75).
Koordinasi yang efektif dalam sebuah organisasi sangat diperlukan karena tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.  Koordinasi merupakan salah satu fungsi admnistrasi dan manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat (Handoko (2016: 162).
Setiap organisasi mempunyai keterbatasan akan sumber daya manusia, uang dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan mencapai tujuan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah faktor manusia.
Dalam upaya meningkatkan produktivitas pegawai di lingkungan birokrasi diperlukan koordinasi yang efektif.  Hal inilah yang mendasari pemikiran penulis bahwa fungsi-fungsi manajemen (termasuk koordinasi) perlu dijalankan di lingkungan birokrasi dalam pelaksanaan tugas birokrat memberi pelayanan bagi publik secara efektif dan efisien. Thompson (1997, 38)
Koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan, sebenarnya salah satu bagian penting dari pembinaan pegawai, sebagaimana di amanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999  Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagai berikut : Kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerinta menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
Identifikasi permasalahan berkaitan dengan lemahnya peran koordinasi, berdasarkan pengamatan penulis, khususnya personil pemadam kebakaran pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat terlihat masih kurang optimal  koordinasi yang dilakukan oleh unsur  pimpinan dengan bawahan maupun koordinasi dengan bagiannya, tentu saja hal ini akan mengganggu terhadap efektifitas mekanisme kerja pada kantor tersebut. Selain itu juga berdasarkan wawancara sekilas yang penulis lakukan dengan unsur pimpinan dan sebagian staf di masih terasa kurangnya hubungan yang baik, serta masih terdapat adanya ego pribadi dan lemahnya dalam bekerjasama antar personil  tentu saja hal ini akan membuat kurang efektinya dalam melaksanakan tugas pekerjaan di kantor, disisi yang lain tuntutan reformasi birokrasi saat ini dan yang akan datang aparatur pemerintah bekerja lebih efesien dan efektif mengingat defisit anggaran atau pengurangan anggaran sangat berdampak terhadap keberhasilan program kegiatan pembangunan termasuk tugas bidang pelayanan, untuk mengefesienkan dan mengefektifkan sumber daya yang sangat terbatas tersebut diperlukan peran koordinasi pimpinan untuk bisa mengelemener permasalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan didaerah, khususnya tugas pelayanan pencegahan dan tindakan kebakaran yang ada di Kabupaten Kutai Barat. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan koordinasi pada  terhadap efektivitas kerja. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Personil Pemadam Kebakaran Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan sebelumnya, penulis rumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : Apakah koordinasi  positif dan signifikan terhadap Efektivitas Kerja Personil Pemadam Kebakaran Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
III. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis  penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 
3.2. Populasi, Sampling dan Sampel 
Sesuai dengan gambaran  lokasi penelitian dan karaktersitik responden penelitian, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh Personil pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat jumlah personil sebanyak 28 orang, sebagian berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK)
Mengingat jumlah pegawai tidak banyak hanya berjumlah 58 orang, karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi yang ada dijadikan responden, atau dengan kata lain menggunakan metode sensus. 
3.3. Variabel Penelitian  
Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan beberapa teori yang telah dikemukakan  maka penulis memberikan batasan dari variabel yang akan diamati dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), mengsinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  
Penulis mengemukakan batasan indikator variable koordinasi pimpinan  yang akan diamati, terdiri dari :

a. Melakukan pengarahan atau breefing
b.  Melakukan rapat-rapat
c. Melakukan inspeksi 
2. Efektivitas kerja pegawai adalah suatu proses penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, tercapainya sasaran dan tujuan  yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentutan sebelumnya. Baik efektivitas perorangan maupun efektivitas organisasi secara keseluruhan.
Penulis mengemukakan batasan indikator variable efektivitas kerja pegawai  yang akan diamati, terdiri dari :

a. Kemampuan melaksanakan tugas dan jabatan
b.  Kemampuan mengatasi masalah
c.  Pemanfaatan waktu menyelesaikan pekerjaan 
3.4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data,antara lain adalah sebagaiberikut:

1. Riset Kepustakaan, disini penulis mengadakan penelaahan kepustakaan guna mendapatkan informasi ilmiah berupa teori dan konsep yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Riset Lapangan, disini penulis mengadakan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dimana obyek penelitian berada.  Untuk penelitian lapangan ini penulis melakukannya dengan beberapa metode, yaitu :

a.  Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala subyek yang diselidiki.  Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi partisipan, artinya penulis tidak mengambil jarak dengan subyek yang diselidiki, melainkan merupakan bagian dari subyek yang diteliti.  Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data dan informasi yang diperoleh lebih valid adanya.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab kepada responden, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.

c. Angket

Disini penulis membuat angket/daftar pertanyaan dan menyebarkannya kepada seluruh responden yang di teliti.
3.5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data variabel koordinasi  dan efektivitas kerja pegawai  yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan rumus koefisien Rank Spearman (rs) oleh Sidney Siegel. Untuk menginterprestasikan hasil kooefisien korelasi antara independen variabel dengan dependen variabel, maka dilakukan test signifikansinya dengan cara membandingkan hasil koefisien korelasi yang diperoleh (rxy empiris) dengan harga kritis rxy tabel (rxy teoritas) pada kepercayaan 95 % atau 
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 0,05. apabila hasil koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari harga kritis rxy.
IV. PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Penulis mengambil lokasi penelitian pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bagian Pemadam Kebakaran Kabupaten kutai Barat, alamat jalan Perkantoran 6 Sendawar, komplek perkatoran pemerintah Kabupaten Kutai barat di Barong Tongkok.
Setelah Kabupaten Mahakam Menjadi daerah otonom sendiri pada rahun 2013, sekarang Kabupaten Kutai Barat memiliki jumlah sebanyak 16 kecamatan dan 194 kampung. 16 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bongan, Kecamatan Jempang, Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Damai, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Melak, Kecamatan Long Iram, Kec Bentian Besar, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Nyuatan, Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Sekolaq Darat, Kecamatan Tering.
Data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, termasuk pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kutai Barat  terlihat bahwa sebaran Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2015 menurut Golongan adalah sebagai berikut 2,12% (95 PNS) merupakan Golongan I; 38,85% (1.735 PNS) Golongan II; 42,70% (1907 PNS) Golongan III dan sekitar 16,30% (217 PNS) adalah Golongan IV. Sementara jika dilihat dari Tingkat Pendidikan maka Mayoritas PNS di Kabupaten Kutai Barat berpendidikan SMU (44,83%) Sedangkan PNS yang berpendidikan S1 sebesar 27,09 %; S2 sebesar 1,74%; S3 sebesar 0 % kemudian DI sebesar 2,26%; DII  sebesar 9,07%; DIII sebesar 10,01% dan PNS yang berpendidikan SD serta SLTP masing-masing sebesar 1,52% dan 2,57%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa sebagian besar PNS yang bekerja di Kabupaten Kutai Barat berjenis kelamin laki-laki yaitu sekitar 56,88% (2.540 PNS). Perempuan ada sekitar 43,11% (1.925 PNS).
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan, maka keseluruhan data yang diperoleh dari jawaban responden untuk masing-masing variabel penelitian dapat gambarkan sebagai berikut ;
a. Peranan Koordinasi 
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 1 (Tabel 3) tentang  apakah pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan  dapat menunjang koordinasi dan sinkronisasi tugas, pekerjaan kantor. Sebanyak 10 orang atau sebesar 35,7% responden menjawab pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan menunjang koordinasi pekerjaan, dan sebanyak 18 orang atau 64,3% responden menjawab cukup menunjang. Hal ini berarti bahwa bimbingan, pengarahan yang dilakukan oleh unsur pimpinan, baik kepala badan maupun kepala bidang khusus pemadam kebakaran mampu menunjang atau berperan terhadap koordinasi dan sinkronisasi pekerjaan yang dilakukann oleh pegawai.
Menurut pengamatan penulis pada saat melakukan wawancara kepada beberapa pegawai pada Badan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat, bahwa koordinasi bain iternal maupun antar bagian unit kerja berjalan dengan baik, hal ini antara lain didukung oleh kualitas pegawai yang sebagian besar berpendidikan sarjana, memahami tugas dan fungsi masing-masing pegawai, juga dukungan peralatan dan tata ruang kerja personil yang bagus sehingga mendukung suasana kerja yang menyenangkan.
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 3 (Tabel 4) tentang apakah rapat yang dilakukan mampu menciptakan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan maupun dengan unit kerja yang lain, sebanyak 12 orang atau sebesar 42,85% responden menjawab mampu,  sebanyak  14 orang atau sebesar 50% responden menjawab cukup mampu dan hanya 2 orang atau sebesar 7,15% responden menjawab tidak mampu. Hal ini berarti bahwa rapat rapat yang dilakukan baik rapat unsur pimpinan maupun rapat pimpinan dengan pegawai mampu menciptakan koordinasi dan sinkronisasi pekerjaan, baik pekerjaan admnistrasi maupun kegiatan di lapangan, berkaitan dengan pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada saat menulis melakukan wawancara kepada unsur pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini, penulis diberi kesempatan untuk mengamati dan mengikuti rapat pada bagian pelayanan berkaitan dengan pencegahan kebakaran pada saat ini agenda yang dibahas dalam rapat adalah koordinasi dengan bidang lain berkaitan dengan pelayanan pencegahan kebakaran, Memurut pengamatan penulis tercipta suasana rapat  menyenangkan saling tukar menukar informasi dalam rangka menciptakan koordinasi program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Salah satu faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan koordinasi di tangan pimpinan (the man behind the gun), kemanapun arah senjata organisasi mau di tembakkan sangat tergantung pimpinan, pimpinan yang mau mendengarkan bawahannya. Disisi yang lain juga tercipta sense of belong, rasa memiliki dan menghargai, saling pengertian, dan persepsi yang sama antara pimpinan dengan bawahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama.
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 5 (Tabel 5) tentang apakah apakah inspeksi langsung yang dilakukan oleh pimpinan dapat menciptakan koordinasi pekerjaan yang baik, sebanyak 18 orang atau sebesar 64,28% menjawab mampu, sebanyak 4 orang atau sebesar 28,57% menjawab cukup mampu dan sisanya 2 orang atau 7,15% menjawab tidak mampu. Hal ini berarti bahwa inspeksi pimpinan berupa pengamatan, dialog dengan pegawai dan melakukan pengawasan ditempat kerja pada saat pegawai sedang melaksanakan pekerjaan mampu menciptakan koordinasi yang baik antara unsur pimpinan dengan pegawainya.

nspeksi pimpinan, berupa pengamatan, melakukan dialog dengan pegawai segaligus sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pada saat pegawai sedang bekerja. Pimpinan yang berbeda ruangan dengan pegawai mengetahui proses pekerjaan yang sedang dikerjakan pegawai dan juga bisa memberikan koreksi, masukan, penyempurnaan pada saat itu juga jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pekerjaan, dengan komunikasi yang baik maka akan tercipta koordinasi yang efektif juga.
b. Efektivitas Kerja
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 1 (tabel 6), tentang apakah para pegawai memahami peraturan dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  sebanyak 8 orang atau sebesar 57,14% responden menjawab memahami peraturan, prosedur kerja, sebanyak 6 orang atau sebesar 42,86% menjawab cukup memahami. Hal ini berarti bahwa para pegawai memahami dengan baik peraturan dan prosedur kerja yang berlaku pada Badan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
Menurut pengamatan penulis pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai mampu di implementasikan oleh pegawai dalam bidang pekerjaan masing-masing,  hal ini salah  satunya adalah adanya dukunga pelatihan penanganan pemadam kebakaran dan  tingkat pendidikan pegawai rata-rata berpendidikan SMU dan hanya beberapa orang pegawai saja yang berpendidikan sekolah menengah atas.
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 3 (tabel 7), tentang pemanfaatan waktu tugas pekerjaan pegawai selama ini, dapat diketahui bahwa sebanyak 6 orang responden atau sebesar 42,85% menjawab efektif, sebanyak 7 orang atau sebesar 50% menjawab cukup efektif dan sisanya sebanyak 1 orang atau sebesar 7,15% menjawab tidak efektif.  Hal ini berarti bahwa pemanfaatan waktu jam kerja pegawai dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan kantor cukup efektif  pada Badan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.

Pegawai Negeri Sipil, sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat dituntut menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya baik pekerjaan administrasi maupun kegiatan di lokasi kegiatan, terlebih lagi pekerjaan bidang pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi pekerjaan yang baik akan berpengaruh terhadap pemanfaatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 5 (tabel 8), tentang kemampuan pegawai dalam mengatasi permasalahan kantor, diketahui bahwa  sebanyak 11 orang atau sebesar 78,57% menjawab mampu, dan sebanyak 3 orang atau sebesar 21,43% menjawab cukup mampu. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai mampu mengatasi permasalahan tugas pekerjaan Badan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
Kemampuan personil dalam mengatasi dan menyelesaikan kendala atau permasalahan kantor, merupakan salah satu wujud dari efektivitas kerja pegawai, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan berikutnya dengan waktu, biaya dan tenaga lebih efesien. Kemampuan mengatasi masalah tugas pekerjaan kantor juga tidak lepas dari peran koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pimpinan. Baik koordinasi vertical antara pimpinan dengan bawahan, maupun koordinasi horizontal yaitu koordinasi sesama pegawai yang mampu menciptakan saling pengertian dan persepsi yang sama dalam menyelesaikan permasalahan kantor. 

c. Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja 
Disisi yang lain keberhasilan koordinasi terhadap efektivitas kerja pegawai juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi pimpinan, sebagaimana dikatakan oleh Sondang P. Siagian (1992:76), dalam hal pimpinan berkomunikasi kepada pegawainya antara lain : tugas mengantarkan, tugas mengetahui, tugas mempelopori, tugas memberi petunjuk/contoh, tugas mendidik, dan tugas memberi bimbingan, arahan bahkan instruksi kepada pegawainya.
Berdasarkan perhitungan analisa data dengan menggunakan rumus Koefisien Korelasi Rank Spearman (rs). Selanjutnya dilakukan proses tabulasi (hasil tabulasi data terdapat pada lampiran). Proses analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS Nonparametric correlation (Statistical Program and Service Solution) Versi 17. Diperoleh harga rs hitung sebesar 0,670 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga table rs (Harga Kritis rs) sebesar 0,456 ubtuk N = 14 pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian berarti terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi dengan efektivitas kerja pada  Badan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
Pengujian Hipotesis Jika dibandingkan dengan nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus spearman’s, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product momentadalah lebih besar dibandingkan r tabel spearman’s (0,670 > 0,456), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable koordinasi terhadap variable efektivitas kerja personil pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan  maka semakin baik pula efektivitas kerja pegawai.
Dengan kata lain adalah apabila salah satu variabel mengalami peningkatan, maka variabel yang berkorelasi juga mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya, apabila salah satu variabel mengalami penurunan maka variabel yang berkorelasi juga akan mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu koordinasi berperan terhadap efektivitas kerja personil pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
Selanjutnya untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan antar variable tersebut, maka digunakan penafsiran/interpretasi angka yang dikemukakan oleh Sugiono (2015;214). Melalui tabel interpretasi diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengaruh  atau hubungan antara variable koordinasi terhadap efektivitas kerja personil pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat. berada pada kategori sedang. Dari hasil rxy sebesar 0,670, maka menurut interpretasi diatas jelas menunjukkan adanya korelasi yang diantara 0,60 – 0,80, maknanya adalah bahwa hubungan antara variable koordinasi dengan efektivitas personil berada pada level  katagori hubungan sedang.

· Pengujian Hipotesis

Perhitungan untuk uji-t ini ini pun dilakukan dengan program aplikasi SPSS 17.0 for Windows, yaitu dengan menggunakan formulasi dari regresi sederhana yang hasil perhitungannya terlihat bahwa hasil uji-t adalah sebesar 2,817.  Ini berarti dapat pula dikatakan bahwa thit = 2,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 2,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 28 (28 – 2 = 26).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peranan yang positif dan signifikan dari variabel koordinasi terhadap variabel efektivitas kerja. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa koordinasi berperan terhadap efektivitas kerja personil pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
V. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada personil pemadam kebakaran Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut   ;
1. Berdasarakan perhitungan diperoleh harga rs hitung sebesar 0,670 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga table rs (Harga Kritis rs) sebesar 0,456 ubtuk N = 14 pada tingkat kepercayaan 95%.  Dari hasil perhitungan rumus spearman’s, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel spearman’s (0,670 > 0,456), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable koordinasi terhadap variable efektivitas kerja personil pemadam kebakaran Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
2. Terdapat keeratan hubungan antara variabel koordinasi dengan variabel efektivitas kerja personil pemadam kebakaran Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat,berada pada kategori tinggi. Dari hasil rxy sebesar 0,670, interpretasi data menunjukkan adanya korelasi antara 0,60 – 0,59, maknanya adalah bahwa hubungan antara variable koordinasi dengan efektivitas kerja berada pada level  katagori hubungan sedang.
3. Dari hasil perhitungan hasil uji-t adalah sebesar 2,817, hal ini berarti berarti  bahwa thit = 2,817, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 2,817 > ttab = 1,690 pada tingkat signifikasi 0,05 untuk n – 2 = 28 (28 – 2 = 26).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel koordinasi terhadap variabel efektivitas kerja. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa koordinasi berperan terhadap efektivitas kerja personil pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat.
4. Koordinasi yang dilakukan oleh unsur pimpinan berperan terhadap efektivitas kerja pegawai. Instrumen koordinasi yaitu : melakukan breefing kepada pegawai memberitahukan tentang kebijaksanaan pimpinan organisasi, melakukan rapat rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan, menciptakan human relation dalam berbagai bentuk demi meningkatkan keselarasan kerja, pimpinan melakukan inspeksi pada saat pegawai melaksanakan pekerjaan ditempat kerja.
5.2. Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk peningkatan peran koordinasi terhadap efektivitas kerja personil pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :
1. Figur, kapasitas dan integritas pimpinan, salah satu kata kunci keberhasilan fungsi koordinasi, oleh sebab itu perlu peran pimpinan sebagai teladan bawahan, punya pengaruh dan kemampuan menciptakan hubungan formal dan non formal dengan pegawai sehingga tercipta suasana kerja yang menyenangkan
2. Perlu peningkatan peran koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan, juga perlu meningkatkan peran fungsi manajemen lainnya seperti organizing, actuating dan controlling atau pengawasan. Terimplementasinya beberapa fungsi admnistrasi dan manajemen salah satunya tergantung dari pemimpin dalam menerapkan gaya kepememimpinannya kepada para  personil pemadam kebakaran.
3. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dan diperbaiki berkaitan dengan job description, tugas pokok dan fungsi  sesuai dengan persyaratan dan kemampuan pegawai, hal ini sangat penting dalam rangka pengkoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.
4. Kepada para pegawai disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas kerjanya serta lebih meningkatkan kemampuan diri di dalam bekerja agar kinerja  yang diberikan lembaga dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga fungsi pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kutai Barat. 
5. Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan agar lebih mempertajam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini, dan memberikan manfaat baik aspek akademis maupun praktis.
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